
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3502); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
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• 
• Mengingat 

Menimbang : a. bahwa koperasi simpan pinjam merupakan lembaga 
intermediasi yang bet wenang rnenghimpun dana dan 
mendistribusikan pinjarnan kepada anggota, sehingga 
memiliki kerawanan terhadap penyimpangan pengelolaan 
dana anggota tersebut; 

b. bahwa untuk mengendalikan dan menertibkan 
pengelolaan simpan pinjam oleh koperasi, maka perlu 
diatur mengenai izin usaha simpan pinja 1n koperasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Wonogiri tentang Izin Usaha Simpan Pinjam 
Koperasi di Kabupaten Wonogiri; 

BUPATI WONOGIRI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI 

DI KABUPATEN WONOGIRI 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 12 TAHUN 2017 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINS! JAW A TENGAH 

\ 



lMPf\N PIN JAM KOPERAST DI 
TENTANG PEDOMAN I 

Me,M\J"fU s1~ AN : 

. l raturao M nt ri Dalarn Negcri Nomor 80 Tahun 2015 
in 1 1:, 1J11J ntukan Prociuk I-Iukum Daer ah (Berita 

N ·gt; rs Re1JubliJ< Indonesia Tahun 2015 Nornor 2036); 
I 1. P ra uran Daerah Kabupaten Wonogiri Nornor 13 Tahun 

2t l S l nu 11g Pernbentukan dan Susunan Perangkat 
D .. 1< rah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah 
I r,J LIP£Lt<--!t1 Wonogiri Tahun 2016 Nornor 22. Tarnbahan 
Let 11 ar 111 rt 1 e,11 l upat n Wonogiri N rnor 1.56); 

J • 1' r f11r,1r1 f t11Jr1ti Wonogiri Nornor 5 Tahun 2016 
t ntru J susL111:-t11, K (111 IL1kc..111 D 11 Tata Kerja Organisasi 

111gl{.1t 0.1 rol1 J'1,J t111 tl 1 Wonogiri (Berita Daerah 
J'\:,I 1p11t<:.11 W 11< riri Tahun O l N mor 58); 

It , i l , J) "t·r, i dan Usaha Kecil dan 
J:>Ltf Iik Indonesia omor 

l1M/IX/2015 t ntang Pengawasan Koperasi 
ear L 1 L.p1..11J1ii< Jndonesie Tahun 2015 Nomo 
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Pasal 3 

KSP~ I~uPPS ds n koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan atau 
l.l~PPS ws iib rnernjliki Izin . ... 

~l I. in ~~t~b'"1gaima11a dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi yang 
kt .. r~~(1tcl.._1nn~'tl dalam wilayah Kabupaten Wonogiri. 

t\.,l I i11 berl sku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 
t4) I 11t11k memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penerbitan 

J?i11 se bag umana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan 

BAB III 
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 

Pasal 2 

'l .;1.1c1~ ingkup Izin adalah KSP yang menjalankan kegiatan usaha simpan 
pi11j 1 11. I.m l'-sPPS yang rnenjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 
sv uiah s 1l),l~ i s: tu-aatunya usaha dan bagi Koperasi yang memiliki USP dan - - 
r .. ru t riit ~i111p4 n pinjam dan pembiayaan syariah yang wilayah 
{ 11'"~ , )t 1-.1nr1,· 1 dalarn wilavah Kabupaten Wonogiri, 

~ . . ... 

BAB II 
RUANO LINGKUP 

' s~ t t u l ill 1! s j1tr11l h uat g yEtng disimpan oleh anggota koperasi 
'I~ l .. · '""it1ip in pinjarn d mgan mernpcroleh jasa dari koperasi 

.. . .. 
~1,..\t, , su u putusan rapat anggota koperasi atau perjanjian. 

' ·11~' x ii. i. u ll' ng oleh koperasi sirnpan pinjam kepada 
' l ~ · ' tr!~ i I min __ jam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan 
i 1. t t .. 11 'lun rsi d lf m waktu tertentu clan membayar jasa sesuai 

.. r 1. "1 11 t kL1.P .rasi: 
' ' 1t 1tt I '"SPPS adalah jumlah simpanan pokok, simparian 

\\ ~1 1 ~i{,\f) 1t1 11 l i11 yang merniliki karakteristik sama dengan 
~.. · . ' 11 .. 1. \ ~ lii . 11i , l , c .. rdangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha. 

' 1 ~~, .hri s <1t~1t.1 UJPPS adalah modal tetap USP atau USPP, terdiri 
" .. ix~ ise t\ r pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari 
,. ......... ,~ "l is :,:, 1 ~ ' 'rs ngku ts n, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil 
us 1 n ~ ~ t 11 U F ' koperasi, 

\.' "" .. ~:[; ~ l ~1 :1 ar ~ n d tlah sej umlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa 
~ \~ 'l t1 ~ .1 ~1 s re lah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal 

• • 
.. in n1<.11ut11p kerugian koperasi bila diperlukan. 

-c'.lj 1 :i. 1 h rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 
..,,_ ~ it: 1ng telah ditentukan, 

~ ~ 

..:_.. ·~1. -. .. ~,, 1~... k op rasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas 
- · . "., ~ si, t. mcrintuh. gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi 
i .. t s .. 1t11 l('~P/lJsP dan I(SPPS/USPPS Koperasi diselenggarakan dengan 

ng .. 1.n perundang-undangan yang berlaku . 
.. ' cseh 1i Ks /U-sP dan I~SPPS/USPPS koperasi adalah kondisi kinerja 

s .. 1.k1,1. kc inn~, n ds n manajemen koperasi yang dinyatakan : sehat, cukup 
~ ,,1 ~r. · l m p ngawasan clan dalam pengawasan khusus. 



Pasal 6 

(1) Permohonan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat {l} 
dan ayat (2) diajukan kepada PD dengan surat permohonan Izin dari 
koperasi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Pengurus. 

(2) Surat permohonan Izin bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan 
melarnpirkan berkas sebagai berikut: 
a. fotocopy akta pendirian dan/ atau perubahan anggaran dasar koperasi 

beserta surat keputusan nomor badan hukumnya, bagi koperasi baru 
melampirkan bukti setoran modal awal yang bersumber dari modal 
sendiri dan rencana kerja koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun; 

b. fotocopy KTP pengurus, pengawas dan pengelola serta dewan syariah 
bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; 

c. struktur organisasi; 
d. f otocopy sertifikasi kompetensi bagi manajer / pengelola yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau surat pernyataan dari 
pengurus, pengawas dan manager untuk mengikuti sertifikasi 
kompetensi koperasinya; 

e. daftar sarana kerja yang dimiliki; 
f fotocopy standart operasional prosedur (SOP); 
g. surat pernyataan pengurus untuk diadakan penilaian kesehatan 

koperasinya oleh pejabat her wenang; 
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Pasal 5 
(1) Izin diajukan oleh KSP/USP dan KSPPS/USPPS Primer yang mempunyai 

modal sendiri paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 
KSP/USP dan KSPPS/USPPS sekunder yang mempunyai modal sendiri 
paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

(2) KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang baru memperoleh pengesahan badan 
hukum pengajuan Izin paling cepat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
pengesahan badan hukum Koperasi yang bersangkutan. 

Pasal 4 
(1) Pengajuan Izin dilakukan paling Iarna 3 (tiga) bulan sejak diterimanya 

pengesahan badan hukum Koperasi dan atau sejak diterimanya 
pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dalam hal pembentukan 
USP atau USPPS dari pejabat yang berwenang. 

(2) Bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang Izin telah habis rnasa berlakunya 
wajib mengajukan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Izin 
USPK berakhir. 

(3) Perpanjangan Izin dengan melampirkan : 
a. surat permohonan perpanjangan Izin; 
b. sertifikat asli Izin yang habis masa berlakunya; 
c. perkembangan laporan keuangan. 

BAB IV 
TATA CARA PENGAJUAN IZIN 

pemberian Izin kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 
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~- ~ERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 Nl)Ml)R 1 
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._,._:__ ' 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 29 Maret 20 t 7 
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\ it ·t tpl tn tll w )t1tlJ~1'l1 

p ad 11 i i l 1 l .f., l\ l ' ., M I t ' 1 7 

p, SA 1 1 o 
Peraturan Bupr ti ini mulai b 1~111111 s .ilk ti1.1- , :tl t1it111,l·,1 t'l,!ltt. 
Agar etiap orang m ngetahuin rt:1. 111 )11~ ·1·i11t.tl,l""1111 t '-'''t-:wt11,,lr,,1> 1,11 1•, .,,,t\1'''11 

Bupati ini dengan penempatannya <:tal~1111 11 irit t\<'J"11l1 l\~,t)l:lfl.,t\ n W )1, \iri . 
• 
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